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ABSTRACT 

 

This research can be said to be important because the development of information and 

communication technology has given birth to the effectiveness of E-Government. By using 

information technology in accordance with the needs of the organization, it will be able to manage 

data quickly, effectively and efficiently and produce precise, fast, and accurate information. 

However, the implementation is still far from expectations, with this research it is hoped that the 

answer will be answered. The formulation of the problem in this thesis is how the effectiveness of 

E-Government in the Aceh Jaya High Court is. How is the use of information technology applied 

at the Aceh Jaya High Prosecutor's Office in processing legal administration. This study uses 

qualitative methods, data collection through observation, interviews, documentation. The 

informants consisted of the Head of the High Court, several related assistants and several 

communities who submitted cases to be handled by the prosecutor's office in settlement. The 

technique of checking the validity of the data using the criteria of empathy. The results showed 

that E-Government at the Aceh Jaya High Court in utilizing information technology to achieve 

work results efficiently was able to manage data quickly, effectively and efficiently and produce 

precise, fast, and accurate information. In the effectiveness sector, the development of information 

and communication technology has given birth to E-Government. However, this system has not 

fully run according to the government's expectations as stated in the Presidential Instruction 

(Inpres) No. 3 of 2003 concerning National E-Government Development Policies and Strategies. 

From the results of the study, it can be said that the effectiveness of E-Government at the Aceh 

Jaya High Court in using information to achieve work results efficiently has not been fully 

implemented according to the government's expectations. In the effectiveness of E-Government 

there are still many problems that need to be resolved to facilitate the implementation of further 

effectiveness 

Keywords : Effectiveness, E-Government, Attorney  

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dapat dikatakan penting dikarenakan perkembangan teknologiBinformasi dan 

komunikasi telah melahirkan efektivitasBE-Government. Dengan menggunakan teknologi 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi akan mampu mengelola datagdengan cepat, 

efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Namun dalam 

pelaksanaannya masih jauh dari harapan,adengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menemukan jawabannya. Adapun rumusan masalah pada tesis ini adalah bagaimana efektivitasaE-

Government di KejaksaansTinggi Aceh Jaya. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang 

diterapkan di KejaksaansTinggi Aceh Jaya dalam memprosesaadministrasi hukum. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. 
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Informan terdiri Kepala Kejaksaan Tinggi, beberapa Asisten terkait dan beberapa masyarakat yang 

mengajukan kasus untuk ditangani oleh kejaksaan dalam penyelesaiannya. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan menggunakan empat kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya dalam melakukan 

pemanfaatanBteknologi informasi untuk mencapai hasil pekerjaan dengan efisienBmampu 

mengelolaBdata dengan cepat, efektif dan efisien serta menghasilkanainformasi yang tepat, cepat, 

dan akurat. Pada sektor efektivitas yang dilakukan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah melahirkan E-Government. Namun sistem ini belumBberjalan sepenuhnya 

sesuai harapan pemerintahByang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional PengembanganBE-Government. Dari hasilBpenelitian 

dapat disimpulkanBbahwa efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya dalam 

menggunakan informasi untuk mencapai hasil pekerjaan dengan efisienBbelum dapat berjalan 

sepenuhnyaBsesuai harapan pemerintah. Dalam efektivitasaE-Government masih 

banyakamasalah yang perlu di selesaikanauntuk kemudahan dalam pelaksanaanaefektivitas 

selanjutnya  

Kata Kunci: Efektivitas, E-Government, Kejaksaan 

 

Pendahuluan 

Efektivitasa umum oleh lembaga 

pemerintahana kepada masyarakatatidak 

terlepasadari prosesaadministrasi, karena 

proses administrasiamerupakan suatu proses 

pelaksanaanakegiatan-kegiatan tertentu yang 

dimulai sejak adanya dua orang yang 

bersepakat untuk bekerjasamaadalam 

mencapai tujuan tertentu pula. Setelah 

diuraikan mengenai proses administrasi 

secara ringkas, maka di sini perlu pula 

disinggunga kembali tentang pengertian 

administrasi. Pengertian administrasi sering 

pula dicampuradukkan dengan pengertiana 

manajemen. Pada hal pada dasarnya 

pengertian manajemen dapat diartikan 

sebagaiakemampuan atau keterampilana 

untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka 

mencapaia tujuan melalui kegiatan orang 

lain, dan manajemen merupakana inti dari 

pada administrasi. 

Seiring dengan perkembangan 

teknologi, informasiadan komunikasi 

aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai 

sektor tengah mengalami perubahan. 

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan 

efektivitas yang merata ke seluruh warga 

negara, sehingga dalam rangka 

melaksanakan kewajiban yaitu, pemerintah 

harus senantiasa berusaha memperbaiki 

efektivitasnya. Peningkatan efektivitas 

tersebut dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan teknologi informasii yang 

sesuai dengan kebutuhani organisasi yang 

mampu mengelola data dengan cepat, efektif 

dan efisien serta menghasilkan informasi 

yang tepat, cepat, dan akurat. Pada sector 

efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah, 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah melahirkan model 

efektivitas yang dilakukan melalui E-

Government. 

Pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 

3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan E-Government 

yang menginstruksikan kepada seluruh 

pejabat terkait, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah untuk 

mengembangkan E-Government secara 

nasional. Penerapan E-Government dimulai 

dari bentuk efektivitas yang sederhana yaitu 

penyediaan informasi dan data-data berbasis 

komputer tentang pelaksanaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan asebagai bentuk wujud 

keterbukaan (transparancy) dalam 

pelaksanaan efektivitas. 

Efektivitas pemerintah yang birokratis 

dan terkesan kaku perlahan-lahan digantikan 

posisinya melalui pemanfaatan E-

Government yang menjadikan efektivitas 
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pemerintah lebih fleksibel dan lebih 

berorientasi pada kepuasan pengguna. E-

Government menawarkan efektivitas bisa 

diakses secara 24 jam, kapan pun dan di 

manapun pengguna berada. E-Government 

juga memungkinkan efektivitas tidak 

dilakukan secara face-to-face sehingga 

efektivitas menjadi lebih efisien. Dalam 

praktik pengembangan E-Government  

dalam instansi pemerintahan Indonesia, 

tahapan perkembangan yang terjadi memang 

masih berbeda-beda. Ada instansi yang 

masih sangat ketinggalan dalam hal 

penggunaan teknologi informasi, bahkan ada 

yang hingga sekarang belum memiliki situs 

web. Tetapi di lain pihak ada yang sudah 

cukup maju sehingga mengarah kepada 

sistem E-Government yang bersifat 

transactional, memungkinkana transaksi 

secara langsung dengan pemerintah sehingga 

mirip dengan konsep e-commerce dalam 

organisasi swasta. Salah satu instansi 

pemerintah yang sedang menjalankan konsep 

E-goverment dalam efektivitas 

administrasinya adalah kejaksaan Tinggi 

Aceh Jaya. 

Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya memiliki 

lima divisi yaitu divisi pembinaan, pidana 

umum (Pidum), pidana khusus (Pidsus), 

perdata dan tata usaha Negara (Datun), serta 

intelijen. Dimana setiap divisi memiliki 

administrasinya sendiri. Transaksi harian di 

Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya berupa 

masuknya berkas perkara yang berasal dari 

kepolisian dan laporan pengaduan 

masyarakat. Selanjutnya berkas-berkas 

tersebut akan diperiksa dan dikelompokkan 

berdasarkan kasusnya. Jika kasusnya 

merupakan kasus pidana umum maka 

berkasnya akan dilimpahkan ke divisi pidana 

umum. Begitu juga dengan berkas lainnya.  

Dengan adanya efektivitas E-

Government. Dalam sistemwini, pihak 

kepolisian maupunwamasyarakat dapat 

mendaftarkanwnomor perkarawmelalui web, 

nomorwperkara yang masuk 

secarawotomatis akan tersusunwsecara 

berurutan sesuaiatanggal masuknya dan akan 

langsung tersimpan di basis data. Dimana 

sewaktu-waktu dapat digunakan untuk 

validasi dan memastikan kecocokan antara 

data nomor surat yang ada dalam basis data 

dengan berkas perkara yang masuk secara 

fisik ke Kejaksaan Tinggi selain itu data yang 

ada dapat digunakan dalam pembuatan 

laporan-laporan, sehingga akan mengurangi 

tugas pegawai Kejaksaan untuk 

merekapitulasi data yang ada. Dengan sistem 

ini, penanganan perkara bisa dilakukan lebih 

teratur. Selain itu, pengumuman jadwal 

sidang dan perkembangan perkara juga akan 

dipublikasikan lewat website sehingga bisa 

dilihat oleh pihak yang membutuhkan. 

Pemanfaatan teknologi informasi yang 

diterapkan di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya 

dalam memproses administrasi hukum 

bertujuan untuk mewujudkan efektivitas 

yang lebih cepat, efektif dan efisien. 

Lamanya efektivitas dengan manual akan 

berubah ketika teknologi informasi 

dimanfaatkan. Namun, dalam pemanfataan 

teknologi informasi di Kejaksaan Tinggi 

Aceh Jaya masih menemui banyak masalah. 

Untuk itulah, maka perlu dilihat bagaimana 

efektivitas E-Government melalui penelitian 

dengan judul “Efektivitas E-Government di 

Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya” agar dapat 

dipahami apakah teknologi informasi dapat 

membuat Efektivitas administrasi hukum 

menjadi lebih baik serta mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat dalam 

menjalankan Efektivitas berbasis iteknologi 

informasi sebagaimana yang diterapkan oleh 

Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya. 

   

Metode 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatanwwkualitatif, 

karena permasalahanBberhubungan dengan 

manusia yang secara fundamental 

bergantungBcpada pengamatan. Menurut 

Moleong (2011: 6) bahwa: Penelitian 

kualitatifwwadalah penelitian yang 

bermaksud untukBimemahami fenomenai 

tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitianBimisalnya perilaku, ipersepsi, 
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motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsiBdalam 

bentukBkata-kata dan bahasa, Bpada suatu 

konteksBkhusus yang alamiah danBdengan 

memanfaatkanBberbagai metodeBalamiah. 

 

Hasil dan Pembahasan 

EfektivitasgE-Government di Kejaksaan 

TinggiaAceh Jaya 

Pengawasan internalBdalam Efektivitas 

berbasisBiE-Government mengikutiBpetunjuk 

pelaksanaanBpekerjaan harus dilaksanakan oleh 

pegawai sehingga akan mendukung 

keberhasilanBiipencapaian tujuanBppyaitu 

peningkatan PengawaanBinternal berbasis E-

Government.BSetiap pegawai harus 

melaksanakan peraturanBmaupun petunjuk, 

untuk itu diperlukan adanya suatu 

pengawasan.SejalanBdengan itu bahwa dalam 

setiap pengawasanBterdiri dari tindakan-tindakan 

menelitiBapakah segala sesuatu tercapai atau 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. PengawasanBbertujuan atau 

menemukanBkelemahan-kelemahan agar dapat 

diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-

kelemahanB dan kesalahan-kesalahan 

itu.aPengawasanberoperasi terhadap segala hal, 

baik terhadap benda, manusia, perbuatan 

maupun hal-hal lain.  

Dari pendapat tersebut dapatsdikatakan 

pengawasanBterdiri dari tindakan-tindakan 

meneliti menemukan dan memperbaiki kesalahan 

ataupunakelemahan-kelemahan dan mencegah 

terulangnyaakembali kesalahan atau kelemahan, 

sehingga semuanya itu sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan. Pengawasanldilaksanakan 

melihat bahwa untuk kesetaraanBEfektivitas E-

Government. Jika disimak lebih lanjut 

pengawasan bertujuan untuk 

mencegahBpenyimpangan- 

penyimpangan,Bmemperbaiki kelemahan-

kelemahan,Bmengadakan koreksi-koreksi semua 

kegiatanBorganisasi yang mengarah pada 

pencapaian rencana.  maka yang termasuk dalam 

lingkupBllpengawasan internal di 

antaranyaBabsensi pengawas, di mana dengan 

melihat tingkat absensi pegawai maka atasan dapat 

mengetahuiBsejauh mana tingkat 

keaktifanBbawahannya. Sedangkan yang 

termasukBdalam lingkupBpengawasan ekstern 

misalnyaBpemeriksaan terhadap 

penggunaanBpdana dalam proses kegiatan 

pelayanan berbasisBE-Government. wajib 

memberikanBlaporan kepadaBpenyelenggara 

mengenaiBkondisi dan kebutuhanBBsarana, 

prasarana, dan/atau fasilitasBpelayanan publik 

serta pelaksanaBisesuai dengan tuntutan 

kebutuhanastandarapelayanan.  

Kejaksaanh Tinggi Aceha berkewajiban 

menyediakana sarana, prasarana,d d dan/ atau 

fasilitasdpelayanan publik yangwmendukung 

terciptanya iklimgpelayanan yang memadai. 

Persyaratanwkecakapan teknis dan latar 

belakangrpengalaman tidak denganrsendirinya 

membuat kecakapanfseorang akan lebih baik, 

tetapi karena technicalgskill dan backhground 

yang demikian,wiakan banyak membantu 

bagaimanadmemimpin. Melakukandperbaikan 

sarana, prasaranawdan fasilitaswpelayanan publik 

wajibwwwmengumumkan dan 

mencantumkankkbatas waktu penyelesaian 

pekerjaan secara jelas dan terbuka.pPerbaikan 

sarana,qprasarana, dan fasilitas pelayanan 

publikwq dilarang mengakibatkanq terhentinya 

kegiatan pelayanana publik. 

Pengawasanwinternal dalamrpelayanan 

berbasispiE-Government mengikuti petunjuk 

pelaksanaanwpekerjaan harus dilaksanakan oleh 

pegawaiwsehingga akanwmendukung 

keberhasilanwypencapaian tujuan yaitu 

peningkatandPengawasan internalsberbasis E-

Government. Setiap pegawaiwtharus 

melaksanakan peraturan maupun petunjuk, 

untuk itu diperlukanwsadanya suatu 

pengawasan. 

Dari pendapat di atas dapatpdiketahui 

pelaksanaangpekerjaan harushmengacu pada 

rencana-rencanaf yang telah ditentukan. Dengan 

demikianspengawasan dilaksanakan atas 

pelaksanaandapekerjaan dan hasil pelaksanaan 

pekerjaan, sehinggaohasilnya akan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan. Sejalanadengan itu 

bahwa dalamwsetiap pengawasanwterdiri dari 

htindakan-tindakan meneliti apakah 

segalassesuatu tercapai atau berjalan sesuai 

denganhrencana yang telah ditetapkan. 
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Pengawasanwbertujuan atau 

menemukanpkelemahan-kelemahan agar dapat 

diperbaiki dan mencegahwtberulangnya 

kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan 

itu. Pengawasanaberoperasi terhadap segala hal, 

baik terhadapabenda, manusia,iperbuatan 

maupun hal-hal lain. 

Dari hasil tersebutwdapat dikatakan 

pengawasanpterdiri dari stindakan-tindakan 

menelitiwmenemukan dan memperbaiki 

kesalahan ataupunrkelemahan-kelemahan dan 

mencegah terulangnyapkembali kesalahan atau 

kelemahan, sehinggalsemuanya itu sesuai dengan 

rencana yang telah iditentukan. 

Pengawasanldilaksanakan melihat bahwa untuk 

kesetaraanwstandar Efektivitas E-Governmenti 

Berdasarkan hasil di atas, maka yang 

termasuk dalam lingkupwpengawasan internal 

di antaranyababsensi pengawas, di mana dengan 

melihatatingkat absensi pegawai maka atasan 

dapat mengetahuipsejauh mana tingkat 

keaktifanpbawahannya. Sedangkan yang 

termasukwdalam lingkupppengawasan ekstern 

misalnya pemeriksaanwterhadap penggunaan 

dana dalam prosesgkegiatan EfektivitaswgE-

Government. Dengan demikian, makaidapat 

ditarik suatuikesimpulan bahwa 

pengawasanlpengawasan internal suatu 

prosespkegiatan yang dilakukan oleh atasan 

terhadappbawahan untuk mengukur,gmenilai dan 

mengadakanptindakan korektifpterhadap 

pelaksanaanBpekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahan sesuai dengan rencanaapeningkatan 

EfektivitaspE-Government. 

PengawasanBinternal bertujuan untuk 

mencegahBpenyimpangan-penyimpangan, 

memperbaiki kelemahan- kelemahan, 

mengadakan koreksi-koreksiBsemua kegiatan 

organisasisyang mengarahppada pencapaian 

rencana maka dapat dikemukakan proposisinya 

bahwawipengawasan internal 

merupakansskegiatan yang dilakukan oleh atasan 

terhadaphbawahan untuk mengukur, menilai dan 

mengadakanhtindakan korektif terhadap 

pelaksanaanwpekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahan sesuai dengan rencana 

peningkatanakualitas EfektivitasaE-

Governmenti. 

Berdasarkan proposisi di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pengawasan internal dalam 

hal Efektivitas E-Government dapat ditingkatkan 

dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus dengan 

memberi pelatihan dan pengawasan kepada pegawai 

yang menangani Efektivitas E-Government. 

 

Pemanfaatan teknologiwiinformasi dalam 

penerapanhhEfektivitas E-Governmenti di 

KejaksaanwTinggi Aceh Jaya 

Bila dilihat dari segi penggunaannya  

memangfberagam. Dalam kehidupanhsehari-hari 

internet juga memilikiwperan aktif 

terhadaprrpengetahuan, oleh karenanya 

memilikipfungsi sebagai ilmubpengetahuan 

dalam duniafiberkaitan dengan ikejaksaan 

internet juga memiliki peranhaktif dalam 

perkembanganapembuatan laporan.aTeknologi 

sendiri dianggapyisebagai suatu sarana prasaranai 

yang memperlancarhuntuk media pelaporan 

tersebut, hal ini ditinjau dari internet 

sebagaiapelaporan pada kejaksaani 

Internet telah menjadihteknologi yang 

sangat ipenting untuk berbagai iaspek. Baik aspek 

pendidikan, aspekdkebudayaan, aspek 

ekonomi,faspek sosial dan lainhsebagainya. Ada 

pun untuk aspekdipelaporan pada 

kejaksaan,sdinternet sangat dirasakan 

manfaatnyawbaik untuk lembagaBtersebut, untuk 

tenagaBkejaksaan dan untuk 

masyarakatBByangBmembutuhkannya. 

Manfaat internetBsendiri dibutukan oleh 

lembagaBiperadilan sebagai sarana untuk 

mempermudahBseseorang untukBmengenal 

lembaga tersebutBdan membuat laporan 

denganBfadanya situs webi yang dapat dikunjungi 

oleh siapa saja yang memerlukannya.BDalam 

hal iniBkaryawan sangat memanfaatkanBinternet 

sebagai akses informasi,aselain itu juga 

dapatamemanfaatkan internethuntuk mencari 

refrensidbahan dan materi yang akan 

diberikanffkepada yang membutuhkannya.wDari 

internet juga dapat langsungwberdiskusi dengan 

imasyarakat mengenai hal-hal yang 

dapatBmembantu masalah yangadihadapi. 

Selain itu operatorhjuga dituntut untuk 

dapat memanfaatkanainternet sebaikimungkin. 

Sebagaiaoperator yang baik sudahiseharusnya 
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memanfaatkannyaauntuk hal-hal yangqadapat 

dijadikan sebuahaaajang untuk memudahkan 

komunikasiadan pelaporan.iInternet digunakan 

sebagai peningkatanwwmotivasi dan 

menguatkanadalam lingkunganpkejaksaan 

khususnya. Untuk meningkatkanhkualitas 

Efektivitassdan persepsi masyarakathinternet 

merupakanadasar utama dalam usahaauntuk 

meningkatkanapelayanan yangaberpedoman 

pada prinsipwEfektivitas dan dalam 

meningkatkandikualitas Efektivitaswapublik, 

Kejaksaan TinggiwAceh Jaya dengan 

pemanfaatanpinternet dan teknologiainformasi 

untuk merubahaposisi dan perana(revitalisasi) 

dalam memberikan Efektivitaswpublik. 

potensiapenggunaanateknologi yang sangat 

canggih pada saat ini sangat membantu 

duniaipendidikan dalamimengembangkankan 

produktivitasspendidikan yang ada. Internet 

sendiri merupakan gabungansdari beberapa 

jaringan-jaringanayang ada dalam wilayah yang 

sangat luas sangat membantu dalam menemukan 

berbagaiwinformasi yang dibutuhkan. 

Dalam melaksanakanasuatu tugas hanya 

mungkinssterlaksana dengan baik apabila 

seseorang yangamelakukannya itu mengerti arti 

dan tujuani dari pada tugas-tugas yang akan 

dilaksanakannya,wdemikian halnya 

seorangipimpinan yang hendakamerencanakan 

dan melaksanakanisuatu pengawasaniterhadap 

suatu pekerjaan, haruslahasungguh-sungguh 

mengertiltujuan dan arti dari padaipengawasan itu 

sendiri. Untuk mengefektifkanlpengawasan dalam 

pelaksanaannya,hkhususnya dalam 

pengawasanlpenyelenggaraan efektivitas maka 

seorangkpimpinan perlu menerapkankprinsip-

prinsipipengawasanidengan baik. Hal ini akan 

lebih jelas apabilaknperencanaan, 

pengorganisasian,wwpenyusunan, memberi 

perintah dan mengawasiwyang merupakan fungsi 

dari pimpinanhdapat diamalkan dengan sungguh-

sungguhwkemudian idilaksanakan dengan baik, 

dengan demikiandsuatu tujuan dari 

pelaksanaanhakan berjalan dengan lancar. 

prosesfpengamatan dari pelaksanaan 

seluruhdkegiatan organisasiduntuk melayani agar 

supayadseluruh pekerjaanfyang sedang 

dilakukanhserta yang akan direncanakan akan 

berjalan sesuai dengangrencana yang telah 

ditentukanwwsebelumnya. Sifat-sifat 

pengawasaneyang dapat mendukungaterhadap 

pelaksanaan pengawasanwpenyelenggaraan 

pelayananitersebut, agar fungsiidan tujuan dari 

pengawasanwwbenar-benar dijalankan 

sebagaimana yang diinginkan,wdengan demikian 

akan mendatangkanwhasil yang diharapkan. 

Dalam hal ini pimpinanpsebagai pengelola dari 

suatu pekerjaan harus benar-benar 

mengetahuipmengetahui ciri-ciri dari suatu 

prosesppengawasan untuk memenuhi sebanyak 

mungkin kegiatanppekerjaannya. 

Dari itu jelaslahpbahwa pengawasan 

penyelenggaraanppelayanan merupakan kegiatan 

yang sangat menentukan berhasilptidaknya 

pengawasanp ppelaksanaan efektivitas. 

Pengawasanp psebagai salah satu fungsi 

manajemenpsangat besar pengaruhnyapdalam 

merealisasikan baikpptidaknya efektivitas. 

Pengawasan penyelenggaraaniefektivitas dapat 

dianggapasebagai aktivitas menemukan, 

mengoreksi penyimpanganprealisasi sari 

perencanaan.pPengawasan efektivitasppenting 

untuk menghindari terjadinyappenyimpangan 

atau kegagalanpdalam kegiatan suatu 

pelaksanaanpefektivitas. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa 

pengawasanpmmerupakan proses 

mendeterminasikanpapa yang dilakukan dan apa 

yang sedang dilakukan, mengawasi 

pelaksanaanpdan bila perlu menerapkan tindakan 

korektif sedemikianprupa sehingga 

pelaksanaanasesuai dengan rencana.iBiasanya 

seseorang akanimengalami kepuasan kerja bila ia 

mempunyaipkebebasan dalam menentukan 

pekerjaanpyang ingin ia lakukanpdan dengan 

cara yang ia inginkan. pDemikian pula, peran 

serta danppelibatan diri tanpappaksaan, akan 

meningkatkanpmotivasi kerja. Disinilah di 

perlukan pengawasanppenyelenggaraan 

pelayanan. Banyak orang beranggapan bahwa 

pengawasanpinternal dimaksudkan untuk 

mencari-cari kesalahan, tetapi 

sebenarnyaptindakan demikian untuk 

memperbaiki jika adappenyimpangan dari 

perencanaan.pjappUntukppsmengefektifkan 

pengawasan internal dalam pelaksanaannya, 
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khususnya dalamppppengawasan 

penyelenggaraanppelayanan maka seorang 

pimpinan perlu menerapkanpprinsip- prinsip 

pengawasanpinternal dengan baik.  

Multimedia berasal daripada kata 

‘multi’danp‘media’. Multipberarti banyak, dan 

media berarti tempat, psarana atau alat yang 

digunakan untukpmenyampaikan informasi. 

Jadi berdasarkanpkata ‘multimedia’ dapat 

dirumuskan sebagai wadah atauppenyatuan 

beberapappmedia yang kemudian didefinisikan 

sebagaippelemen-elemen 

pembentukanpnmultimedia. iElemen-elemen 

tersebut sepertipteks, gambar, suara, animasi, 

dan video. Multimedia merupakan suatu konsep 

dan cteknologi baru bidangcteknologi informasi, 

di mana informasicdalam bentuk teks, gambar, 

suara,canimasi, dan video disatukan 

dalamccomputer untuk di simpan, diprosescdan 

disajikan baikcsecara liner maupun interaktifc 

Multimediacmerupakan suatucssarana 

(media) yang di dalamnyacterdapat perpaduan 

(kombinasi) berbagai bentuk elemen informasi, 

seperti teks, cgraphics, animasi, video, 

interaktifcmaupun suara sebagai 

pendukungkuntuk mencapai tujuannyakyaitu 

menyampaikankiinformasi atau sekedar 

memberikan hiburankbagi target audiens-nya. 

Multimediaksering digunakankdalam dunia 

hiburan sepertikgame. Katakmultimedia itu 

sendiri berasalkdari kata multi (Bahasa Latin) 

yang berarti banyak dan katakmedia (Bahasa 

Latin) yang berartiksesuatu yang dipakai untuk 

menyampaikanksesuatu. 

Multimediakinteraktif menggabungkan 

dan mensinergikan semuakmedia yang terdiri 

dari teks, kgrafik, audio, dan interaktivitas 

(rancangan). Multimediakdapat disajikan dalam 

beberapakmetode, antara lain, berbasis kertas 

(Paper-based), contoh buku, kmajalah, brosur. 

Berbasiskcahaya (Light-based), contoh 

slideshows, ktransparansi. Berbasis suara 

(Audi-based), contoh:kCD Players, ktape 

recorder,kradio.kBerbasis gambar bergerak 

(Moving-image-based), contoh: televisi, VCR 

(Video Cassete Recorder,afilm), Pemanfaatan 

teknologikxinformasi dalam penerapan 

efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi 

Aceh Jaya dalamamemproses administrasi 

hukum telah mewujudkan efektivitas yang lebih 

cepat, efektif dan efisien.aLamanya efektivitas 

berbasisaakomputer dengan sistem manual 

berubah ketikaateknologi informasi 

dimanfaatkanasebaikamungkin. 

 

Simpulan dan Saran 

EfektivitascE-Government di Kejaksaan 

TinggicAceh Jaya dalam melakukan 

pemanfaatan teknologicbinformasi untuk 

mencapai hasil pekerjaanccdengan efisien 

mampu mengelolacdata dengan cepat, cefektif 

dan efisiencserta menghasilkancinformasi yang 

tepat, cepat, dan akurat.cPada sector  efektivitas 

yang dilakukancperkembangan teknologi 

informasicdanckomunikasi telah melahirkan 

modelcefektivitas yang dilakukan melaluicE-

Government. Namun sistemcini belum berjalan 

sepenuhnyacsesuai harapan pemerintahcyang 

tertuang dalamkInstruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional PengembangankkE-

Government yang menginstruksikankkepada 

seluruh pejabat terkait, baik pemerintahwpusat 

maupun pemerintahadaerah untuk 

mengembangkan E-Governmentssecara 

nasional. PenerapanaE-Governmentl dimulai 

dari bentukilayanan yang sederhana yaitu 

penyediaanginformasi dan data-data 

berbasiswkomputer tentang pengaduan dari 

masyarakat,spengiriman berkas dari 

PengadilancNegeri yang ada di tiap Kabupaten 

sebagai bentuk wujud keterbukaan (transparancy) 

dalam pelaksanaankpelayanan publik. 

Pemanfaatanpteknologi informasi yang 

diterapkan di KejaksaangTinggi Aceh Jaya dalam 

memproseswadministrasi untuk meningkatkan 

kualitasgiefektivitas E-Government,tmerupakan 

dasarputama dalam usaha untuk 

meningkatkanlkualitasiefektivitas. 

Budayapefektivitas yang seringptidak sesuai 

dengan keinginanpmasyarakat dan merupakan 

faktor penghambatikualitas dalam memberikan 

efektivitas.kPrinsip tersebut mengandung arti 

bahwa organisasiaharus dapat melayani dengan 

cepat dan tepat,asesuai dengan aturan yang 

berlaku.aAdanya penetapanaprinsip efektivitas 
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yang dapat dijadikanspedoman dalam 

menyelesaikanasuatu efektivitas. Di mana 

efektivitasdsangat dibutuhkan oleh masyarakat 

yang umumnya masih dalam taraf 

pendidikandyang masih rendah,dsehingga 

dengan efektivitasdyang baik akan banyak 

membantu. 
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